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Bab 11

Pemahaman dan Perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29
bagi Wajib Pajak Non-UMKM

Hendro Lukman
Universitas Tarumanegara

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat kepada
negara yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Keberadaan pajak pada hakikatnya tidak dapat
dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk
negara maupun kerajaan. Praktik pemungutan pajak sendiri telah dikenal
sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Pada masa kerajaan, pungutan
tersebut dikenal sebagai upeti, yaitu pemberian rakyat kepada penguasa
yang dapat berupa uang maupun barang, seperti emas, hasil bumi,
dan berbagai komoditas lainnya. Upeti yang terkumpul digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, memenuhi kebutuhan
kerajaan, serta mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Pada masa
tersebut, pembangunan umumnya diarahkan pada penyediaan benteng
pertahanan, sarana keamanan, dan persenjataan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pajak tetap menjadi salah satu
sumber utama penerimaan negara di berbagai negara. Namun demikian,
tidak semua negara menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan
utama. Beberapa negara memperoleh sebagian besar pendapatannya
dari pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan oleh
pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha milik
negara (BUMN). Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber
daya alam tersebut kemudian menjadi sumber penerimaan negara
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sthingga beban pajak yang ditanggung masyarakat relatif lebih rendah
xondisi demikian dapat dijumpai, antara lain, di Uni Emirat Arab (UEA),
aatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Brunei Darussalam, Monako, dan Bahama,

veskipun memiliki karakteristik penerimaan negara yang berbeda,
qasyarakat di negara-negara tersebut tetap memberikan kontribusi
@pada negara mefalui sistem perpajakan atau berbagai bentuk pungutan
ginnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

masing-masing.

sbeda dengan negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi
ghadap penerimaan dari sumber daya alam, Indonesia merupakan
(egara yang sebagian besar penerimaan negaranya bersumber dari
sektor perpajakan. Penerimaan pajak tersebut berasal dari Wajib Pajak
grang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, baik yang berasal dari sektor
qwasta maupun badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara
peradapadakisaran 65%-85%. Sebagaigambaran, kontribusipenerimaan
erpajakan tercatat sekitar 75,7% pada tahun 2020, meningkat menjadi
795% pada tahun 2021, sebesar 73,3% pada tahun 2022, sekitar
68% pada tahun 2024, dan sekitar 70% pada tahun 2025. Besarnya
kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki posisi yang
sangat strategis dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
sembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah secara berkelanjutan
berupaya mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari sektor

perpajakan.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan tersebut, sistem perpajakan
nasional menerapkan self-assessment system. Sistem ini menempatkan
Wajib Pajak sebagai pihak yang memiliki peran aktif dalam memenuhi
ewajban perpajakannya dan menuntut adanya fingkat kesadaran
hkum yang tinggi. Melalui sistem tersebut, Wajib Pajak diberikan
kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menghitung, membayar,
dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Namun,
aabila kewajiban pajak dipenuhi sekaligus pada akhir tahun pajak,



kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap likulditas
(cash flow shock), baik bagi pelaku usaha maupun individu,

Untuk memitigasi risiko tersebut, hukum positif perpajakan Indonesia
menerapkan mekanisme fax credit system atau Sistem Kredit Pajak
yang berlangsung sepanjang tahun pajak. Esensi mekanisme ini antara
lain tercermin dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang
mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran angsuran pajak
secara bulanan. Pada akhir tahun pajak, akumulasi angsuran tersebut,
bersama dengan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak
ketiga, diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk mengurangi total Pajak
Penghasilan (PPh) terutang dalam satu tahun pajak. Apabila masih
terdapat kekurangan pembayaran akibat perbedaan antara proyeksi
angsuran dan realisasi laba fiskal, sisa kekurangan tersebut pada
dasarnya merupakan PPh Pasal 29 yang wajib dilunasi sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Landasan Hukum

Dinamika regulasi perpajakan pascareformasi, khususnya melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP), telah membawa perubahan mendasar terhadap
sejumlah aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Perubahan
tersebut mencakup, antara lain, penyesuaian lapisan tarif (bracket)
Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta penegasan
pengaturan tarif bagi Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, pemahaman
yang mutakhir dan komprehensif mengenai keterkaitan antara teori
akuntansi komersial, ketentuan hukum pajak formal, dan penerapan
penghitungan matematis menjadi sangat penting. Pemahaman tersebut
diperlukan untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan estimasi
pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi berupa denda
maupun risiko pemeriksaan pajak (tax audit).

Penghitungan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 didasarkan pada hierarki
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun landasan
hukum yang menjadi acuan utama adalah sebagai berikut.
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Undang-Undang (Statufe Law)

Undang-Undang Pajak Penghasilan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
yndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
perpajakan (UU HPP). Beberapa ketentuan dalam undang-undang
wrsebut yang berkaitan dengan penghitungan PPh Pasal 25 dan PPh
pasal 29 meliputi

) Pasal 17, yang mengatur tarif pajak progresit bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi serta tarif proporsional tunggal bagi Wajib Pajak
Badan.

) Pasal 25, yang mengatur dasar hukum, substansi, dan metode
penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak
berjalan.

3) Pasal 28, yang mengatur komponen-komponen kredit pajak
yang dapat diperhitungkan secara sah sebagai pengurang PPh
ferutang.

§) Pasal 29, yang mengatur kewajiban pelunasan atas kekurangan
pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak
sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan UU HPP. Ketentuan yang relevan dalam
konteks pembayaran dan pelunasan kewajiban perpajakan antara
lain:

1) Pasal9,yangmengatur batas waktu pembayaran dan penyetoran
pajak.

2) Pasal 13 dan Pasal 14, yang mengatur ketentuan mengenai
sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran
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pajak maupun keterlambatan dalam memenuhi kewajiban
pembayaran angsuran pajak.

2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan

Selain ketentuan yang diatur dalam undang-undang, penghitungan dan
pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 juga mengacu
pada berbagai peraturan pelaksana, antara lain sebagai berikut.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian
Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi ini memberikan
penegasan mengenai berbagai ketentuan, termasuk pengaturan
terkait natura dan/atau kenikmatan, batasan peredaran bruto tidak
kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, serta sejumiah
ketentuan teknis sebagai bagian dari pelaksanaan UU HPP.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang
Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak
Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak
Masuk Bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan
Harus Membuat Laporan Keuangan Berkala.

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/
PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak..

C. Mekanisme Penghitungan Kewajiban Pajak
1. Koreksi Fiskal

Setiap kegiatan usaha pada dasarnya ditujukan untuk menghasilkan
laba, yaitu selisih lebih antara pendapatan atau penjualan dan
beban atau biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu.
Dalam menentukan besarnya laba, orang pribadi maupun badan
usaha umumnya berpedoman pada standar dan prinsip pencatatan
akuntansi yang berlaku. Namun, ketentuan dalam standar akuntansi
tidak selalu sejalan dengan peraturan perpajakan sebagaimana
diatur dalam undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.
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Laba yang disajikan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan
standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada dasarnya mencerminkan
kinerja ekonomi suatu entitas. Untuk kepentingan perpajakan, laba
tersebut perlu disesuaikan melalui proses rekonsiliasi fiskal atau koreksi
fiskal. Penyesuaian ini dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan
antara ketentuan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan
berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), baik yang
bersifat perbedaan waktu (temporary difference) maupun perbedaan
tetap (permanent difference).

Secara umum, koreksi fiskal yang timbul akibat perbedaan antara standar
akuntansi dan ketentuan perpajakan dapat dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu sebagai berikut.

a. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif merupakan penyesuaian yang mengakibatkan
meningkatnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga pada
akhirnya dapat memperbesar jumlah Pajak Penghasilan (PPh)
terutang. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, beberapa pos yang
pada prinsipnya memerlukan koreksi fiskal positif antara lain sebagai
berikut:

« pembagian laba dalam bentuk apa pun, termasuk dividen yang
diberikan kepada pemegang saham;

 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan
pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

- pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali untuk
bidang usaha tertentu yang memperoleh perlakuan khusus
sesuai dengan ketentuan perpajakan, seperti bank atau
perusahaan sewa guna usaha;

« premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi
jiwa yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi,
kecuali premi tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja dan
diperhitungkan sebagai objek PPh Pasal 21 bagi karyawan;
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» pengeluaran berupa natura alau kenikmatan yang tidak
memenuhi ketentuan sebagal biaya yang dapat dikurangkan
(deductible expense) berdasarkan Peraturan  Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2022 dan peraturan menteri keuangan sebagai
peraturan pelaksanaannya,

« pembayaran kepada pemegang saham yang memiliki hubungan
istimewa dalam jumlah yang melebihi batas kewajaran:

« sumbangan atau pemberian tertentu, kecuali sumbangan
untuk penanggulangan bencana nasional, kegiatan penelitian
dan pengembangan, fasilitas pendidikan, serta pembangunan
infrastruktur sosial yang memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah; dan

« Pajak Penghasilan serta sanksi administrasi perpajakan berupa
denda, bunga, dan kenaikan.

Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif merupakan penyesuaian yang menyebabkan
penurunan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga jumlah PPh
terutang menjadi lebih kecil. Koreksi ini dapat terjadi karena
beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

 penghasilan yang telah dikenai PPh bersifat final sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, seperti bunga deposito,
penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, serta
keuntungan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
Penghasilan tersebut dikeluarkan dari perhitungan PPh terutang
pada akhir tahun karena kewajiban pajaknya telah diselesaikan
pada masa berjalan;

* penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, seperti dividen yang
diterima oleh badan usaha dalam negeri sepanjang memenuhi
ketentuan mengenai investasi atau kepemilikan tertentu setelah
berlakunya UU HPP, serta bantuan atau hibah yang memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan perpajakan; dan
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* perbedaan metode atau penghitungan penyusutan antara
akuntansi komersial dan fiskal, khususnya apabila beban
penyusutan berdasarkan ketentuan fiskal lebih besar daripada
beban penyusutan secara komersial akibat perbedaan dalam
penentuan kelompok dan masa manfaat aset tetap.

2. Tarif Pajak Penghasilan

Selain melakukan penyesuaian terhadap penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib
pajak juga perlu memperhatikan besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh)
yang berlaku. Tarif pajak serta besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) bagi Waijib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat mengalami
perubahan seiring dengan kondisi dan perkembangan perekonomian
negara. Perubahan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap
penghitungan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29, mengingat besarnya pajak
terutang ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku atas Penghasilan
Kena Pajak (PKP). PKP pada dasarnya merupakan penghasilan yang
telah dikurangi dengan PTKP sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku.

Adapun tarif Pajak Penghasilan yang berlaku berdasarkan ketentuan
perundang-undangan perpajakan saat ini, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adalah sebagai
berikut:
a. Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang berlaku bagi PKP:
- Rp 0 sampai dengan Rp60.000.000,00, Tarif PPh sebesar 5%;
—  Lebih dari Rp60.000.000,00 sampai dengan
Rp250.000.000,00, tarif 15%:
—  Lebih dari Rp250.000.000,00 sampai dengan
Rp500.000,000,00, tarif 25 %;
—  Lebih dari RP500.000.000,00 sampai dengan
Rp5.000.000.000,00, tarif 30 %

~  Lebih dari Rp5.0000.0000.000,00, tarif 35%.

205



Somentara Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yand bty
sehapal berikut:
»  PTKP untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp54.000.000,00 qetahtf

»  Tambahan PTKP sebesar Rp4.500.000,00 untuk Wajib P2i2«
yang berstatus kawin.

+ Tambahan PTKP sebesar Rp4.500.000,00 untuk setiap anggo'a
keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak
3 (tiga) orang.
b, Tarif Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh jo. UU HPP tarif
Pajak Penghasilan yang berlaku bagi Wajib Pajak Badan (WP
dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) ditetapkan sebagai
tarif tunggal sebesar 22%. Namun bagi WPB dalam negeri dengan
peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp50.000.000.000,00
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (menjadi
11%) yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai
dengan Rp4.800.000.000,00.

3. Formulasi Rumus PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25

Penghitungan pajak pada akhir tahun dapat berstatus Kurang Bayar (KB)
yang diatur dalam Undang-Undang PPH Pasal 29 dan Lebih Bayar (LB)
yang diatur dalam PPh Pasal 28. Kurang bayar dirumuskan sebagai
berikut:

a. Bagi WPOP
1. PKP = Laba\Komersial = Koreksi\ Fiskal — PTKP
2. Pajak Terutang = Tarif Pajak (Pasal 17) x PKP

3. Total Kredit Pajak = PPh Pasal 21 + PP Pasal 22 + PPh Pasal
23 + PP Pasal 24 + ¥ PP Pasal 25 (masa Januari sampal

Desember)

4a. Pajak Pasal 29 (KB yang harus dibayar) = Pajak Terutang -
Total Kredit Pajak (selisih positif)
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4b. Pajak Pasal 28 (LB) = Pajak Terutang ~ Total Kredit Pz ak
(selisih negatif).
Bila terjadi LB, dapat mengajukan restitusi setelah proses
pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak

5. Pajak Pasal 25 per bulan (cicilan pajak tahun berikutnya)

PPh Terutang (1-1) - PPh Pasal 22 - PPh Pasal 23 - PPh Pasal 24
PPh Pasal 25 = s Lol ‘

b. Bagi WPB
1. PKP = Laba\Komersial + Koreksi\ Fiskal - PTKP

2. Pajak Terutang = Tarif pajak (22%) x PKP

3. Total Kredit Pajak = PP Pasal 22 + PPh Pasal 23 + PP Pasal
24 + Y PP Pasal 25 (masa Januari sampai Desember)

4a. Pajak Pasal 29 (KB yang harus dibayar) = Pajak Terutang -
Total Kredit Pajak (selisih positif)

4b. Pajak Pasal 28 (LB) = Pajak Terutang — Total Kredit Pajak (selisih
negatif).

Bila terjadi LB, dapat mengajukan restitusi setelah proses
pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak

5. Pajak Pasal 25 per bulan (cicilan pajak tahun berikutnya)

PPh Terutang (t-1) — PPh Pasal 22 - PPh Pasal 23 - PPh Pasal 24
PPh Pasal 25 = - =

Bagi wajib pajak baru yang belum mengatahui berapa laba tahun
berjalan (tahun pajak) dan akumulasi kredit pajak, PP Pasal 25
umumnya ditetapkan sebesar Rp0,00 (Nihil) per bulan, kecuali
untuk WP Baru dengan kriteria tertentu (seperti WP Baru Cabang,
WP Baru hasil restrukturisasi, atau WP Baru yang bergerak di sektor
tertentu usaha tertentu).

Untuk memudahkan implementasi penghitungan PPh Pasal 29 dan PP
Pasal 25, di bawah ini disajikan contoh penghitungan sebagai berikut:
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a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Tuan A dengan status K/2 (artinya menikah dengan 2 tanggungan ar sk
merupakan pengusaha garmen di Jakarta. Tuan A menyelenggarakan
pembukuan secara taat asas. Laporan Laba Rugi komersial tahun By
2025 menunjukkan laba bersih sebesar Rp1.250.000.000,00.

Setelah dilakukan penelaahan dokumen, ditemukan beberapa informasi
fiskal untuk disesuaikan, sebagai berikut:

1. Dalam biaya operasional, terdapat biaya sumbangan perayaan
HUT wilayah setempat sebesar Rp25.000.000,00 (tidak memenuhi
kualifikasi sumbangan nasional UU PPh).

2. Terdapat biaya sanksi administrasi berupa denda pajak sebesar
Rp15.000.000,00.

3. Penghasilan bunga deposito sebesar Rp40.000.000,00 (telah
dipotong PPh Final 20% oleh bank).

Data Kredit Pajak sepanjang tahun berjalan 2025:
« PPh Pasal 22 (Pemungutan atas impor barang): Rp35.000.000,00
« PPh Pasal 23 (Potongan atas sewa kendaraan): Rp10.000.000,00

« Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar sendiri (Januari
s.d. Desember 2025): Rp15.000.000,00 per bulan (Total =
Rp180.000.000,00).

Solusinya:
1. Lakukan Rekonsiliasi Pajak, sebagai berikut:

Rekonsiliasi Fiskal (Dalam Rp)

Kelerangan Nilai Komersil | Koreksi + | Koreksi - Nilai Fiskal
Laba Komersil 1.250.000.000
1. Sumbangan 25.000.000 1.275.000.000
2. Sanksi Denda Pajak 15.000.000 1.590.000.000
3. Bunga Depo 40.000.000| 1.250.000.000
Pendapatan neto 1.250.000.000
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), Penghitungan PKP

PTKP Tuan A Rp54.000.000

PTKP Istri (status K) RpA.500.000

PTKP Tanggungan (2 tanggungan)  Rp9.000,000 (2 x Rpd 500.000)
Total PTKP Rp67.500.000

penghasilan neto (nilai fiskal) Rp1.250.000.000
penghasilan kena pajak (PKP)  Rp1.182.500.000

perhitungan Pajak Terutang tahun 2025:

« Lapisan 1: 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000
. Lapisan 2: 15% x (Rp250.000.000 - Rp60.000.000) = Rp28.500.000

. Lapisan 3: 25% X (Rp500.000.000 - Rp250.000.000) =
Rp62.500.000

. Lapisan 4: 30% x (Rp1.182.500.000 - Rp500.000.000) =
Ro204.750.000

Total Pajak Terutang Tahun 2025 = Rp298.000.000
4 Perhitungan Pajak Terutang pada akhir tahun 2025 (PPh Pasal 29)

« Pajak terutang tahun 2026 = Rp298.000.000
« Kredit pajak dari pihak ketiga
~ PPh Pasal 22 = (Rp35.000.000)
- PPhPasal 23 = (Rp10.000.000)

o Kredit pajak dibayar sendiri
~  PPh Pasal 25 (Januari sampai Desember 2025)

= (Rp180.000.000)
Pajak Penghasilan Kurang Bayar (PPh Pasal 28)= Rp73.500.000

5, Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2026
Pajak tahun 2025 - Kredit pajak
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Dasar Penghilungan = =--eeeemmmmm e -
12
= 298.700.00 - (Rp35.000.000 ~ Rp10.000.000)

------------------------------------------------------
------

= Rp21.145.833 per bulan
b. Wajib Pajak Badan (WPB)

PT Aman merupakan perusahaan pabrikan berskala menengah. Data
peredaran bruto (omzet) pada laporan komersial tahun 2025 berjumiah
Rp28.000.000.000,00 dengan Laba Bersih Komersial sebelum
pajak sebesar Rp3.400.000.000,00. Hasil identifikasi koreksi fiskal
mengungkapkan data di bawah ini:

1. Pengeluaran natura penyediaan fasilitas perumahan direksi
(nondaerah terpencil) sebesar Rp120.000.000,00 dihargai sebagai
biaya dalam laporan komersial - Koreksi Positif.

2. Penyusutan komersial aktiva tetap sebesar Rp300.000.000,00,
sedangkan berdasarkan tabel masa manfaat perpajakan (fiskal),
nilai penyusutan yang diperbolehkan adalah Rp380.000.000,00
(Koreksi Negatif).

Rincian Transaksi Kredit Pajak Pihak Ketiga dan Setoran Sendiri
sepanjang tahun 2025:

« PPh Pasal 22 Impor yang dipungut Ditien Bea Cukai:
Rp80.000.000,00

« PPh Pasal 23 yang dipotong pelanggan atas jasa manajemen:
Rp45.000.000,00

* Angsuran PPh Pasal 25 yang disetor sendiri setiap bulan pada
tahun 2025: Rp20.000.000,00 per bulan (Total setoran setahun
= Rp240.000.000,00)

Solusi:
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1 Rekonsiliasi Fiskal tahun 2025

« Laba Bersih Komersial = Rp3.400.000.000
»  Koreksi Fiskal Positit (Fasilitas Perumahan) = Rp120.000.000

«  Koreksi Fiskal Negatif (Selisih Penyusutan) = (Rp80.000.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan = Rp3.440.000.000

o Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PT Aman memiliki omzet Rp28.000.000.000,00, pada posisi
rentang Rp4.800.000.000,00 sampai Rp50.000.000.000,00 maka
PT Aman mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% (Fasilitas Tarif
Pasal 31E UU PPh)

* Bagian PKP yang Mendapatkan Fasilitas = Rp4.800.000.000 x Total PKP

Omzet

Rp4.800.000
Rp28.000.000.000

= Rp589.714.286

x Rp3.44.000,000

« Bagian PKP yang Tidak Mendapatkan Fasilitas:
Rp3.440.000.000 - Rp589.714.286 = Rp2.850.714

3. Perhitungan PPh Terutang PT Aman Tahun 2025

« PPh Terutang Fasilitas: 11% x Rp589.714.286 = Rp64.868.571

» PPh Terutang Nonfasilitas: 22% x Rp2.850.285.714 © = Rp 627.062.857
Pajak Terutang Tahun 2025 = Rp 691.931.428

4, Pajak Terutang Akhir Tahun 2025 (PPh Pasal 29)

Pajak Terutang Tahun 2025 = Rp 691.931.428

Pengurangan Kredit Pajak:

~ PPh Pasal 22 Impor = (Rp 80.000.000)

~ PPh Pasal 23 Bukti Potong = (Rp 45.000.000)

~ Setoran PPh Pasal 25 (Januari sampai Desember 2025) = (Bp.240.000.000)

PPh Pasal 29 (Kurang Baarf Akhir Tahun 2025) = Rp 326.931.428
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Dasar Penghitungan =

A ““mlwﬂ.t‘t;:

|

5. Penghitungan Cicilan Pajak Tahun 2025 (PPh Pasal 25)

Pajak Tahun 2025 - PP Pasal 22 - PP Pasal 23

12

_ 91.931.428 - (Rp80.000.000 - Rp45.000.000)

12
= Rp 47.244.286 per bulan

Setelah menghitung PPh Pasal 29 dan besarnya angsuran PPh Pasal
25, lakukan pembayaran PPh Pasal 29 melalui bank persepsi, kemudian
sampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Tahun Pajak yang
bersangkutan. Berikut tabel batas laporan untuk PPh Pasal 29 dan PPh

Pasal 25.

Tabel Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan

Jenis PPh Batas Wakiu Pembayaran Batas Wakiu Pelaporan
Pasal 22 Sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Maksimal 3 bulan setelah
(WPOP) Pajak Orang Pribadi disampaikan berakhimya tahun pajak berjalan

(Ambang batas maksimum 31 Maret). | (Batas akhir 31 Maret).
Pasal 29 (WPB) | Sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Maksimal 4 bulan setelah
Pajak Badan disampaikan (Ambang | berakhimya tahun pajak berjalan
batas maksimum 30 April). (Batas akhir 30 April).
Pasal 25 (Masa | Tanggal 15 bulan kalender berikutnya | Berdasarkan PMK 9/2018, jika
Pajak -Bulanan) | setelah berakhirmya masa pajak NTPN telah tervalidasi, WP
terkait. dibebaskan dari kewajiban lapor
SPT Masa PPh 25.

Sumber; Undang-Undang HPP 2017

Aplabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),
baik karena kesengajaan maupun kelalaian, dikenai sanksi administratif

berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran denda
adalah sebagai berikut:
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D. Penutup

Pemahaman yang komprehensif mengenai rekonsiliasi fiskal merupakan
prasyarat penting dalam menghasilkan penghitungan Penghasilan Kena
Pajak (PKP) secara akurat. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang
Harmonisasi Pajak Penghasilan (HPP) dan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak dituntut untuk semakin cermat
dalam mengidentifikasi dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai
komponen biaya, termasuk biaya kedinasan dan biaya yang bersifat
personal. Ketelitian tersebut juga diperlukan dalam menerapkan ketentuan
tarif progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta memanfaatkan
fasilitas pengurangan tarif yang tersedia bagi Wajib Pajak Badan (WPB).
Selain itu, kepatuhan terhadap batas waktu penyetoran dan pelaporan
pajak tidak hanya berperan dalam menghindarkan Wajib Pajak dari sanksi
bunga berbasis pasar yang dapat terakumulasi, tetapi juga membantu
meminimalkan risiko penetapan pajak secara sepihak melalui penerbitan
surat ketetapan pajak oleh otoritas fiskal.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam kerangka self-
assessment system dan credit fax system, PPh Pasal 25 dan PPh
Pasal 29 merupakan dua instrumen fiskal yang memiliki fungsi saling
melengkapi. PPh Pasal 25 berperan dalam menjaga likuiditas Wajib
Pajak dengan mendistribusikan beban pajak tahunan ke dalam angsuran
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bulanan secara teratur. Di sisi lain, PPh Pasal 29 berfungsi sebags
mekanisme penyeimbang pada akhir tahun pajak untuk melunasi sisa
kewajiban perpajakan yang masih terutang berdasarkan pendapatan
atau laba fiskal riil yang diperoleh Wajib Pajak. Dengan demikian, kedua
ketentuan tersebut tidak hanya mendukung kelancaran pemenuhan
kewajiban perpajakan, tetapi juga mencerminkan prinsip pemungutan
pajak yang terukur dan berkelanjutan.
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